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Abstrak
 

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk

membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor

tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan

hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak

pernyataan kepailitan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji status hukum putusan pengadilan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku atas upaya perdamaian pada kasus kepailitan, serta putusan

pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, sederhana, cepat dan murah apabila dibandingkan

dengan upaya perdamaian yang dilakukan di luar Pengadilan dalam rangka memenuhi asas kemanfaatannya.

 

Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen

terhadap bahan-bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Status hukum putusan pengadilan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku atas upaya perdamaian pada kasus kepailitan adalah tetap berlaku dan sah menurut

hukum, karena perdamaian dalam kepailitan bukan untuk mengakhiri sengketa atau mencegah suatu

sengketa, karena perkara kepailitan tidak termasuk dalam jurisdiksi contentius sebagaimana halnya perkara

gugatan perdata biasa, akan tetapi termasuk dalam jurisdiksi voluntair karena merupakan permohonan

putusan pernyataan pailit.

Dalam kepailitan tidak ada sengketa, oleh karenanya perdamaian dalam kepailitan (i) dilakukan setelah

perkaranya diputus (putusan pernyataan pailit telah diucapkan) dan tidak dilakukan sebelum perkara

diajukan ke Pengadilan ataupun setelah para pihak didamaikan menurut ketentuan Pasal 130 HIR, dan (ii)

bertujuan menyelesaikan kewajiban utang debitor pailit kepada para kreditornya secara sebaik-baiknya; dan

(2) Putusan pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, sederhana, cepat dan murah apabila

dibandingkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan dalam rangka memenuhi asas

kemanfaatannya.

Studi Kasus kepailitan BTID yang disidangkan kembali di Pengadilan Niaga berdasarkan akte perdamaian

diluar pengadilan setelah adanya putusan pailit ditingkat Kasasi, MA, yang telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde) adalah terobosan dalam hukum acara/ prosedur Kepailitan yang memberikan solusi

yang memenuhi asas-asas diatas dan yang terkandung dalam HIR ps.130 dan Hukum Perdata dimana

kesepakatan adalah Undang-undang bagi para pihaknya.

......Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay its debts declared

bankrupt by the court, the Commercial Court in this case, because the debtor is unable to pay its debts.
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Bankruptcy debtor void resulting in loss of the right to control and take care of his wealth are included in the

bankruptcy, since the bankruptcy declaration.

The purpose of this study was to determine and assess the legal status according to the court ruling

legislation applicable to a reconciliation effort in a bankruptcy case, and the court decision meets the

principle of legal certainty, simple, quick and inexpensive when compared to the reconciliation effort that

undertaken outside court in order to satisfy the benefit principle.

The approach to the problem of this research, are the legislation approach (statute approach) and the case

approach. This research is a normative legal research, indeed, a research that done through a literature

research in a way of document study on legal materials to obtain the secondary data as the main data.

The results of this research is (1) the legal status of the court decision according ruling legislation that

applicable to the reconciliation effort on the bankruptcy case is still valid and lawful, because reconciliation

in bankruptcy is not to end a dispute or to prevent a dispute, yet the bankruptcy court did not included in

contentius jurisdiction like ordinary civil lawsuits, but included in voluntair jurisdiction because it is a

decision of the bankruptcy petition.

In bankruptcy there is no dispute, therefore reconciliation in bankruptcy (i) is conducted after the case is

decided (the decision of bankruptcy has been spoken) and not before the case filed to the Court or after the

parties reconciled in accordance with the provisions of Article 130 of HIR, and (ii) aimed at finalizing the

debt obligations of insolvent debtors to their creditors as proper as possible; and (2) The court's decision

meets the principle of legal certainty, simplicity, quick and inexpensive when compared to the reconciliation

effort made outside the court only in order to satisfy the benefit principle.

Bankruptcy case study of BTID which was retrial at the Commerce Court based on the Reconciliation

Agreement outside the court just right after there was a bankruptcy final and binding court decision

(inkrahct van gewijsde) by the Supreme Court was a breakthrough in the Bankruptcy trial procedure, that

has given the solution which fulfills the above principles and stipulated in the HIR article.130, and Private

Law as well, where the Agreement is the Act for the Parties.


